LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR: 5 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a.

Mengingat

NOMOR: 5 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: 1.

BUPATI BUTON UTARA,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal
2ayat (2) huruf h Undang—undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pajak Air Tanah;

bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Undang—undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang—undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang—undang Nomor 47 Prp. Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687);
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2. Undang—undang Nomorit Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3045);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);

Undang-undang Nomor23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);
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10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4377);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 20fitentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3226);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
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21.

22,

23.

24,

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah;
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Buton Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12) ;

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisiit Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 6) ;

31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 7) ;

32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan
BUPATI BUTON UTARA
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

UTARA TENTANG PAJAK AIRTANAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

—
.

ik W N

10.

Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utarag;
Kabupaten adalah Kabupaten Buton Utara;

Bupati adalah Bupati Buton Utara;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
Utara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton
Utara;

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Utara ;

Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Buton Utara ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Buton Utarc;

Badan adalah suatu organisasi atau lembaga Pemerintah/
Pemerintah Daerah maupun swasta serta badan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya dapat disebut
BKP, adalah Bendaharawan Rhusus penerima pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara ;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan atau
pemanfaatan air tanah;

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau
batuan dibawah permukaan tanah;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai  dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Waijib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewqjiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

20. Tahun Pagjak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.
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21.

22,

23.

24,

26.

27.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewqjiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang kepada Waijib Pajak.
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28.

29.

30.

31

32.

33.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Waijib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Waqjib Pajak.
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34.

35.

36.

M

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalom rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut atas kegiatan
Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;

(2) Objek  Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/ atau

Pemanfaatan Air Tanah;

(3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah Pengambilan dan /atau Pemanfaatan Air
Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
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Pasal 3

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah;

Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air
Tanah;

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
. Jenis sumber air;

. Lokasi sumber air;

Tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan air;

. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

Kualitas air;

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan /atau pemanfaatan air.

00N TQ

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disesuaikan dengan kondisi daerah;

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

M

Pasal 6

Pajak yang terhutang dipungut diwilayah Daerah Kabupaten
Buton Utara;
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(2) Besarnya Tarif Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan
mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan dasar
pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwin
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan
dan/atau pemanfaatan.

Pasal 10
(1) Pemungutan Pajak dilarang untuk diborongkan.

(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang
berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan
berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan surat
ketetapan pajak

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 11

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakandiatur dengan Peraturan Bupati.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah
ditentukan.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;
b. Waijib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.
(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 14

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) Bupati atas permohonan Waijib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 16

(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kepala Daerah dapat
memberikan keringanan dan atau pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian keringanan dann pembebasan pajak
sebagaiamana dimaksud dalom ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah.

BAB Vil
KEDALUWARSA
Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Waijib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih  mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
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(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
diatur oleh Bupati.

BAB VIl
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

SKPD vyang tidak atau hkurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dilaksanakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan tagihan melalui STPD.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah sebagaimana dimaksud dalom Undang-undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yvang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalaom rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi;

menyuruh  berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah dan Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan .

(@) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

M

@

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Pasal 22

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun
Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejakpada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinga, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan diBur a n g a
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI BUTON UTARA,
Cap/Ttd
H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

LA DJIRU, SE., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2011 NOMOR 5
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR: 5 TAHUN 2012

TENTANG
PAJAK AIRTANAH

l. UMUM

Air sebagai komponen sumber daya alaom yang sangat penting
maka harus  dipergunakanuntuk  sebesar-besarnya  bagi
kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan airuntuk
berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara
bijaksana denganmemperhitungkan kepentingan generasi masa
kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia
dalom jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya,
dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia
serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis,
guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Air dalam
siklus hidrologis dapat berupa air yang berada di udara berupa
uap air dan hujan, di daratan berupa salju dan air permukaan di
sungai, saluran, waduk, danau, rawa, dan air laut serta air tanah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa salah satu
jenis Pajak yang dapat dikelola oleh Daerah dalam hal ini
Kabupaten/Kota adalah pajak air tanah yang objeknya berupa
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sebagai upaya
peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, dapat
dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dengan
menentukan tarif pajak air tanah melalui Peraturan Daerah.
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Dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas 11 (sebelas) bab dan 20
(dua puluh) pasal yang didalomnya mengatur secara jelas dan
tegas tentang nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan
dan tarif pajak, wilayah pemungutan dan cara penghitungan
pajak, masa pajak saat pajak terutang dan surat pemberitahuan
pajak daerah, perhitungan penetapan dan pembayaran pajak.
Disamping itu, juga mengatur tentang keringanan dan
pembebasan pajak, kadaluwarsa dan tatacara penghapusan
piutang pajak yang kadaluwarsa.

li. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12  cukup jelas
Pasal 13  cukup jelas
Pasal 14  cukup jelas
Pasal 15  cukup jelas
Pasal 16  cukup jelas
Pasal 17  cukup jelas
Pasal 18  cukup jelas
Pasal 19  cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
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